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ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations set forth in the positive law in Indonesia. This CSR arrangement has been regulated in several laws in Indonesia, but there are still many companies that have not implemented the CSR activities. The existence of so many rules does not guarantee the company's compliance with the legal obligations, in addition to the absence of clear and clear sanctions make the company assume that CSR is only limited to the company's volunteerism. Based on this matter required legal certainty to clearly bind each company to obey and obey the obligation to implement CSR. Issues raised in this study are: a) What is the legal basis for the implementation of CSR according to Positive Law in Indonesia ?, b) Why inconsistencies emerged in the implementation of CSR implementation in Limited Liability Company? c) How should the regulation of obligation to implement CSR to be implemented by the Company's business actors Limited in accordance with applicable provisions?
This research was conducted by interview technique as primary data source and literature study as secondary data source while the legal material analysis technique used in this research is descriptive and analyzed qualitatively with the steps of classifying the material obtained from the research qualitatively in accordance with the problems in research then systematized and analyzed with relevant theories to answer the existing problems, then used as a basis in drawing conclusions to answer the existing problems.
The results show that there is a mismatch of concepts and mechanisms of CSR implementation. The legislation is like complementarity but there are different concepts that occur. The regulation of social responsibility is a variety of concepts but there are no clear sanctions to govern the CSR's obligations. The legal consequences of CSR arrangements that are not accompanied by sanctions will apply like voluntary and legal compliance becomes dependent on the company. The sanction should also be regulated in legislation if CSR has become legal obligation not only administrative sanctions but also criminal sanctions because criminal sanction can give a deterrent effect and make the perpetrator / company improve his behavior. The imposition of criminal sanctions becomes one of the strongest force for a norm to be observed.
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ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan CSR ini telah diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia namun demikian masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan CSR tersebut. Adanya aturan yang begitu banyak tidak menjamin adanya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hokum tersebut, selain tidak adanya sanksi secara tegas dan jelas menjadikan perseroanmengangap bahwa CSR hanya sebatas kesukarelaan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan kepastian hukum agar mengikat secara jelas setiap perseroanuntuk patuh dan taat atas kewajiban melaksanakan CSR. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana landasan hukum pelaksanaan CSR menurut Hukum Positif di Indonesia?, b) Mengapa muncul inkonsistensi pengaturan pelaksanaan CSR pada Perseroan Terbatas?, c) Bagaiamana seharusnya pengaturan kewajiban melaksanakan CSR agar dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) sesuai ketentuan yang berlaku?
Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder sedangkan teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah mengklasifikasikan bahan yang diperoleh dari penelitian secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kemudian disistematiskan dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada, kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian konsep dan mekanisme pelaksanaan CSR. Peraturan perundang-undangan tersebut seperti saling melengkapi namun ada perbedaan konsep yang terjadi. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi beragam konsep namun tidak ada sanksi yang jelas mengatur secara kewajiban CSR tersebut. Akibat hukum dari pengaturan CSR yang tidak disertai dengan sanksi akan berlaku seperti kesukarelaan (voluntary) dan pentaatan norma hukumnya menjadi tergantung pada perusahaan. Sanksi yang seharusnya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan jika CSR sudah menjadi kewajiban hukum (legal mandatory) tidak hanya sanksi administratif akan tetapi juga sanksi pidana karena sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Pengenaan sanksi pidana menjadi salah satu daya paksa kuat agar suatu norma ditaati.
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